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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. l. Para 

A. l. Presiden, 
2. Ketua 1-1.P.R. ( s ) ' 
3. Ketua D.P.R. (G.R.). 
4. Ketua r,:rahknmah Agung, 
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal l. 
Tata-Tempat bagi Pedjabat-pedjabat Negara Sipil/Militer 

pada Upatjara-upatjar~~ Kenegaraan/Pertemuan-pertemuan resmi .. 
diatur menurut tata-urutan sebagai berikut: 

.!'..;. 
',· .. NEGARAAN/PERTEMUAN-PERTEMUAN RESiv1I. 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATA-T~~t BAG~:PEDJA-. 
, ...... 

BAT-PEDJABAT NEGARA SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UP JARA KE- 
-Menetapkan 

MEMUTUSKAN.: 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 ti\Pun 1968; 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.183 tahun 1968 

-t r.« -·~ ....... 

Mengingat : l. Pasal 4 ajat l Undang-Undane Dasar 1945 
dengan perkembangan keadaan dewasa ini. 

dengan dikeluarkannja Peraturan Pemerin~ah No. 26 
1968 tentang pentjabutan Peraturon Pemerintah No.45 
1958 tentang Peraturan Tata-Tempat, dipandang perlu 
segera mengadakan peraturan tentang Tata-Tempat (Prese­ 
bagi Pedjabat-pedjabat Negara pada upatja~-upatjara ·· 

Kenegaraan dan atau Pertemuan-pertemuan resmi jang sesuai 

. bahwa . 
tahun 
tahun 
untuk 
ance) 

~enimbang 

~ 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

TEN'"EANG 
PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEDJABAT~EDJABAT NEGARA 
SIPIL/MILITER PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN/ ~ 

PERTE1V1UAN-PERTEMUAN ~MI . 

PRESIDEN • 
REPUBLIK INDONESIA .. :1, 

REPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOn.:.«65 '~'AHUN 1968. 



,, 

.................... Pas3.l 2 

2. Para Kepnlo./Ketua/Direktur Lembaga Pemerintah !Jon Depar­ 
temental lainnja jo.ng tidak tcrsebut pada pasal 1 huruf 
B, Para Sekretaris dilingkungan Sekretariat Negara, Para· 
Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal dan Inspektur 
Djenderal Departemen, Fara Assisten Pribadi Presiden, 
Para Deput:r Ke t.u a BAP'PEIV.S, para Gubernur Pengganti Bzm k 
Sentral, Para Deputy Djaksa A6ung, Sekretaris Umum J1I.P.R. 
(S)/D.P.R.(G.R.)/D.P.A./B.F.K. dan Panitera r.Iahkarnah 

Agung; 

3. Para Deputy dan Irdj en Hankarn, Gubernur LEMI-IANAS, DAl\IDJEN­ 
AKABRI, Para Panglrn Utama Hankam, Deputy dan Irdjen Pangli­ 
ma Arig ka t.a n dan Para Anggota J:TIJSPIDA DJAYA, para Assisten 
HANK.AI,: dan Angkatan, PANGKOSTRAD, PANGKOARSAM, dan PANG.:_ 

KOOPS; 

4. Pedjabat-pedja~at Necara Sipil dan Kiliter Departernen/ 
Lernuaga-leubar:a 1.:er,:..J.r·3. berpanc;kat IV /d keatas dan Para 
Perwira Tingc:i Anc~rn.ta:-i Dersendjata Republik Indonesia. 

D. Pedjabat-pedjabat lJer:-:c:~o. 3ipil d c n T<iliter Departemen/Lern­ 
baga-ler_,l:,.:;.gn i:c[~.:lr.:l 1Jerp2.n2:;l:at IV/ a s amp a i, dengan IV/ c dan 
Para Pen1ira Eenencah An_zkatan Bersendjata Republik Indo- 

nesia. 

3. Ketua I:Iuspida Dj ay a d ari Guber·nur D. C. I. Djakarta Ray a , 

C. l. Para Ang,e:ota r.:::.P.::?.. (S), D.P.R. (G.R.), D.P.A., D.P.K., 
Hakim Ang:gota Lahkn1.1ah Agung ; 

2. Para Pane;lima Anr::;l~Dtan, Ka s Han-Kam dan 1:fo.kil-wakil 

Panglima Angkatan; 

B. 1. Para I-:'.:enteri t:egarn, Fara ".:Iakil Ketua r,:.P.R.(S), D.P.R. 
( G. n.) , LahkDmc:th A:n_mc, Dev.ran Pertimban1:::;nn Agung, Badon 
l'emeriksa Le uo n=.e n , Dj aksa Ae:ung, para Duta Besar Repu­ 
blik Indonesia, Sekretaris Eegara, 1Cetua 'Bappenas d a n 

Gubernur Bank 3entral ; 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

.... "' , ', 



TNI DJEI1)ERAL 
SOEHARTO 

Djakarta. 
l2 Agustus 1968. 

Dit.etapkan di 
Padn tan.c:gal 

Keputusan Presiuen ini ~u1l&i barlaku pada hari tanggal 
ditetaplmnnj a. 

Pas al 5. 

Apabila didalam salah satu atjara dipandang perlu untuk 
mengundang pula Eetua/Uakil Eetua Partai Politik, Ormas, Keso.­ 
tuan Aksi, maka kedudu~an mereka adalal1 didalam kategori "C". 

Dalam hal Pedjabat lfogara. janc r,,en;::;1adliri suatu Upatjc.ro./ 
Pertemuan resmi memangku djabatan lebih dari satu jang tidak 
s ama tingkatnj a, mc.l:o. baginj D. b e r-La ku .. tata-tempat untuk djabatan 
jang tertinggi. 

P(1.sal J. 

Dalam hal Pedj abat t.e r-e e cu t diatas berhalangan hadlir p ad a 
suatu Upatjara/Perternuan resrni, maka tempatnja tidak diisi oleb 
jang mewakilinja, sedang jang mewakili mendapat tempat sesuai 
dengan kedudukannj a menurut ketentuan-· tata-tempat sebagaimana 
diatur dalam pasal l Eeputusan Presiden ini. 

Pasal 2. 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 


